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BUPATIKAUR 
PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR /1) TAHON 2015 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNlS PADA DINAS/ BADAN 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (I) huru:f 

g, i>asal 20. B ayat ( 1) huruf f, dan pasal 21 ayat ( 1) huruf g, 

Pe1-aturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kaur Nornor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Pera:ngkat 

Daerah Kabupaten Kaur, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada 

Dinas/Bad_an dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur. 

L Undang-U11dang Nomor 9 Tahun 1967 tentaog 

Pembentukan Propiosi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)~ 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Muk01nuko, Kabupaten 

Seluma dan Kabupten Kaur di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 23, Tambaban Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4266); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang 

Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Iqdonesic). Nomor 4286 ); 
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4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembanm Negara Rcpu.blik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeri.ksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tam.bahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6 . Uodang-Ui'ldang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diub!ih den gan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Uodang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; tentang 

Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dao 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 1'ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentul{:an Peraturan Perundang0 undangan 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 

Nomor 8'.4, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

PengelolaatiJ. Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan ,Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

GJ1 01 AN HU Ku " Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 474 JJ ; F
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l l. Peraturan Pemerintah Nomor 3S Tahun 2007 tenU\f1g 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 
' 

Pemerincahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Huku.m daerah (Serita 

Negara Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor 694); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 

2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 tahun 2007., tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur 

(Lembara.b Dae.ah Kabupater1 Kaur Ta.h.un 2013 Nomor 

196). 

I't1EMU1'USKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS· PADA DINAS/ BADAN DILINGKUNGAN 

' PEMERINTAH K;ABUPATEN KAUR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa.sat 1 

Dalam Peratura.n Daerah ini yang dimaksud de.ngan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

• · 2. Pemerintab Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagairnana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adaJah Bupati Kaur. 

5 . Dinas adaJah Diaas Pertanian Kalbupaten Kaur. 

6. Badan adalah Badan Lin,gkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota 

Kabupaten Kaur. 

7. lJnit Pelaksa:na Teknis pada l)inas/Badan yang selanjucnya disingkat 

UPTb/8 a daJah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas/Badan. 

8. Kepala U.PTD/B adaJah Kepala Unit Pelaksa11a Teknis pada Dinas/Badan 

' c,-. . . . J ,'.,wr:Wlli:f kungan Pemerintah Kabupa.ten Kaur. 
t{ ,\ .~ • ~ H : i O ~: !J i,i 
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9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan t.ugas, 

tanggungjawab, wewenang .dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan/at.au keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

BABII 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNlS 

Pasal2 

Dcngan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Tekn.is Dinas/Badan 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur 

Pasal 3 

UPTD / B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, terdiri atas : 

a . Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 

pada Dinas Pertanian ; 

• b. Unit Pelaksana Teknis BaJai Pembibitan 'J'anaman Perkebunan pada Dinas 

Pertanian; 

c. U.nit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan pada ~adan Lingkungan 

Hidup, Kebersihan dan Tata Kota ; dan 

d. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 4 

UPI'D/B merupakan Un it Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang 

berkedudukan di bawah dam be,tanggung jawab kepada Kepala Dinas/ 

Badan. 

Pasal 5 

(1) UPI' Balai Pembibitan Ternak d a n Pakan Te.mak Bintuhan pada Dinas 

P.ertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a , mempunyai 

tugas pokok melaksanakau sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/ atau kegiatan tekuis penunjang yang tnempunyai wilayah kerja 

keca:ma.tan Kccamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje, 

dan kecamatan Nasal. 

(2) UPT Bala.i Pembibi t:an Tanam.an Perkebunan pada Dinas Pcrtanian 

sebagaimaua dimaksud pada pasal 3 huruf b, mempunyai tugas pokok 

melal;csanakan sebagian kegiatan tekuis operasional dau/atau kegiatan 

teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tanjung 

Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan 

Padang Guci t'lilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Lungkang 

- . . if Kecamatan Semidang Gumay, dan Kecamatan Kina!. 
ss;n~-:i"~\t." 01'lit r.t.H Kl\6!J~j1lEN I(~\). 
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(3) UPI' Pengelolaan Persampahan Bintuha.n pada Badan Lingkungan Hi, 

Kebersihan dan Tata Kota, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 hut 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan te 

ope.rasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wil, 

kerja kecamatan Kecamatan Kaur· S.elatan, dan Kecarnatan Tetap. 

(4) UPT Balai Peny1lluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertai: 

Peternakan, Perikanan dan Kehutann.n sebagaimana d imaksud pada p 

3 huruf d, mempuf)yai tuga,s pokok melaksanakan sebagian kegii 

teknis operasional dn.n/atau kegiatan teknis penunjang yang mempu 

wilayah kerja : 

1. UPT Balai Penyuluhan Tanjung Gailti mempunyai wilayah k 

Kecamatan Kelam Tengah, Keca.matan Kaur Utara, Kecamatan Pac 

Guci Hulu dan Kecamatan Lungkang Kule. 

2. UPT Ba.Jai Penyuluhan Tanjung Harapan mempunyai wilayab kc 

Kecamatan Semidang Gumay, dan Kecamatan Kinal. 

3. UP'!' Balai Penyuluhan Tetap, mempunyai wilayah kerja Kecain, 

Tetap, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Luas dan Kecam, 

Muara Sahung. 

4. UPT Balai Penyuluhan Maje, mempunyai wilayah kerja Kecam, 

Majr 9;:in Keeamatan N-&~al. 

5. U.PT Balai Penyuluhan Bintuhan mempunyai wilayah kerja Kecam, 

.Kaur Selat.an. 

6. UPT Balai Penyuluhan Tanjung Kemuning mempunyai wilayah k 

Kecamatan Tanjung Ke-muning, dan Keca:mat:an Padang Guci Hilir. 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasa 

UPTD/B menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan pelaksanaan kegiatan telm.is operasion~ UPTD /B ; 

b. penyusunan rencana program UPTD/B ; 

c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian i:lukw1gan kegiatan UPTD/1 

d . pengoordinasian pelaksanaan kegiatan U.PTD/B; 

e. pemantauan dan evaluasl pelaksanaan kegiatan UPTD/B; 

f. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawE 

keuangan, otganisasi dan ketatausahaan UPTD /B ; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepaJa Dinas/ Badan. 
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BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 7 

(1) Susunan O.rganisasi UPTD/B, terdiri atas: 

a . kepala; 

b, kepala sub bagian tat.a usaha ; 

c. kelompok jabo.to.n fungsional. 

(2) Kepala UPTD/8 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, adalah 

jabatan struktural eselon JV.A. 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf 

b, adalah jabatan struktural eselon IV.B. 

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiranyangmerupakan bagian yangtidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

(1.) Kelompok jabatan f1.111gsional mempunyaJ tugas melakukan kegiatan te)cnis 

keahlian masing-masing. 

(2) Kelompok jabatan fungsional clipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior selaku kelua kelompok yang berada dan bertanggungjawab 

langsung kepa:da kepala UPTD/B. 

(3) Kelompok jabatan fungsional dapat clibagi dalarn sub-sub kelompok sesuai 

kebutuhan, dan masing-masing sub kelompok dipimpin oleh tenaga 

fu ngsional senior. 

(4) Juritlah tenaga fungsional ditentukan berdasa.rkan sifo.t, jenis, dan beban 

• kerja UPTD/B. 

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsiorial dilakukan oleh kepala dinas/badari 

melalui kepala UPTD/8. 

BABV 
TATAKERJA 

Paaal 9 

(1) Pelaksanaan tugas UPTD'/B berada d alam wilayah kerja satu atau 

beberapa kecamatan secara operasional berta:nggungjawab kepada Kepala 

Oimc1s / Badan. 

(2) Kepala UPTD / B mempunyai 

memberika.11 bi.inbingan, da.t1 

bawahan. 

tugas meIDllnp1n, mengoordinasikan, 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
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(3) D.alam melaksanakan tugas Kepala UPTD /B wajib menerapkan prinsip 

koordina.si, integrasi, sinla1onisasi dan simplifi.kasi dalam lingkungannya 

masing-masing maupun an tar satuan org-cl.Jlisasi. 

(4) Melaporkan penyelenggaraan l<egiatan t:4,gas operasional dan/.atau 

kegiatan penunjang UPTD/!B sec.ara berkala kepada Kepala Dinas/Baclan 

selaku koordinator pelaksana teknis kewilayahan. 

BABVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Paaal 10 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaanhya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 

kepala dinas/badan. 

BABVIJ 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasar11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggaJ diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahko.n pengundo.ngan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

-
SEKRmRIAT MERAH KASUPAlft< XAUR 

BAG IAl'I HU K IJ M 

Tol~U DIPROSfrS OM 
DITEllll ijfSEHARA>:4 ~ 

Diundangkan di Bintuban 
pada tanggal ,.~ ~Wlldr-i 2015 

SEKRET DAERAH 

NANDAR MU ADI, S.Sos 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 

f>MIAF 

t1' 

Ditetapkan di Riotuhan 
pada tanggaJ ;t1 f\'PN<U't 2015 

&t BUPATl ~UR 

~ 
}a.ERM.EN PULIK 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHON 2015 NOMOR : 3 '-/'/ 

I ..... ~.,. •·• ........ _ 
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LAMPI.RAN : PERATURAN BUPATI KAUR 
NOM OR ilJ TAHU N 2015 
TANGGAL : Jl3 -;d,twrr 2015 

STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PEL.MCSANA 'l'EKNIS DJNAS/BADAN 

KEPALA 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

DWMJ'QK JMJ.A'Uil! 
FUl'IGSIONAL 

~E;:R~Tf.Rii\T Ct.:P.:.~ XASt,PH~E'l K~t'~ 
aAGIA N l"<v~ U f,l 

TELA~ Dl?~OSES OA, 
OilELHI KEiEN;,RANh ' 

P,'\RAF 

/,J- BUPATI KAUR 

~ 
JHERJ,fEN MALIK 
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